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Abstrak

Penulis skripsi ini dimaksudkan™ untuk mendeskripsikan dan mengetahui Kualitas kinerja aparatur apa yang
menjadi hambatan belum baiknya dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dibidang izin
mendirikan bangunan fMB) dan juga belum terpenuhinya Standar operasinal pelayanan di Kantor Camat
Seponti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenisipendlitian deskriptif. Teknik pengumpulan
datanya adalah ebservasi dilapangan untuk memperoleh data secara langsung, wawancara kepada narasumber
yang terlibatslangsung dalam proses pelayanan IMB dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian ‘di, Kecamatan
Seponti Kabupaten Kayong Utara. Subjek penelitian ini adalah Camat Seponti, Sekrefaris Kecamatan, Kepala
Seksi Jata Pemerintahan, Petugas IMB dan Masyarakat kecamatan Seponti. Hasil .dalam penelitian ini
detemukan beberapa fakta ditinjau dari dimensi kualitas kerja: ‘antara banyaknya pembangunan rumah tinggal
dengan IMB yang‘telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Seponti. Untuk dimensi ketepatan waktu:
pelayanan IMB-belum sesuai dengan SOP, karena sering kali melebihi dari waktu yang~ditentukan. Untuk
dimensi inisiatif: belum berjalan dengan baik, karenajikaterjadi masalah aparatur belum dapat.menyelesaikan
sendiri, masih. menunggu atasan. Untuk dimensi kemampuan: aparatur sudah memiliki tingkat pendidikan yang
baik, hanyasSaja perlu diberkan pelatihan-pelatihan agarilebih cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan.
Untuk dimensi 'Komunikasi: komunikasi antara atasan dengan bawahan dan antara aparatur dengan masyarakat
yang sudah.melakukan IMB sudah bagus tetapi dengan masyarakat yang belum IMB belum pernah dilakkan
sosialisasi.

Kata Kunci : IMB, Pelayanan, Aparatur, Masyarakat.

THE PERFORMANCE OF GOVERMENT CIVIL SERVANTSIN SEPONTI
DISTRICT OFEICE KAYONG UTARA REGENCY

Abstract

This undergraduade thesis aimed to describe and knowing quality~of goverment civil servants in their
performance service at sub district office, especially in service of permitsibuilding license and publice service
standard not running well in 'seponti sub district. This research using qualitative method with describtive
approaching data collecting ways are observing on the spot to get data directly, interviewing several informants
who involved directly in.permits bulding license service progress and documentary.study. This research took
place in seponti sub district of“kayonggutara regency. The subjects of jthe-research are governmental section,
permits building license officers, and seponti sub district community. The resuit was found several facts
according to working quality dimensions: lots of house with permits bulding license realized by government of
seponti sub district. Dimension of timing accuracy: permits building license services is not match with standard
operating because there always get time out services without their chief. Ability dimension: they got good
education gradl, but they need several training in order to they cant give services faster and responsive. To
communication dimension: communication armong chief and emplogee or government civil servants with
community is quite good but the community who donot have permits building license have not been socialized.

Keywords : permits building license, service, offices, community.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan suatu bagian dari tugas pokok
dan fungs pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat baik kebutuhan
yang berbentuk barang, jasa maupun
pelayanan administrasi.~Salah satu amanat
dalam pembukaan” Undang-Undang Dasar
1945 menyatakan bahwa, salah satu tujuan
didirikanya Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah memajukan kesgjahteraan
umum Yyang tercermin dari bagaimana
pél aksanaan

pelayanan  publik ; yang

dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam

rangka s.memenuhi  kebutuhan  dari
masyarakat.
Sebagaimana  diketahui  fungsi

pemerintah adalah pemberian (serving),
pengaturan (regulating), pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat. Selamjutnya
dalam Undang-undang “Nemor .5 Tahun
2014 TentangrtAparatur Sipil*™Negara, pada
BAB IV pasal 10 dijelaskan bahwa
Aparatur Sipil Negara=(ASN) memiliki
beberapa fungsi, yaitu a) pelaksana
kebijakan publik; b) pelayan publik; dan c)
perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga
fungsi Aparatur Sipil Negara tersebut, maka
dapat dismpulkan bahwa setiap Aparatur
Sipil Negara (ASN) harus dapat memenuhi
kebutuhan dan melayanai masyarakat baik
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berbentuk pelayanan barang, jasa maupun
pelayanan administrasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang
dilakukan oleh pendliti di Kantor Camat
Seponti Kabupaten Kayong Utara, pendliti
menemukan beberapa fenomena yang
berkaitan  dengan  kinerja  aparatur
pemerintah yang belum bak dalam
memberikan. pelayanan kepada masyarakat
sebaga pihak pemerima pelayanan, yaitu
pada pelaksanaan Program Pelayanan
Terpadu

khususnya pada “Program

Administras Kecamatan
(PATEN),
Pelayamam Perizinan 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB) untuksrfumah tingga
dibawah ukuran 200 Meter=persegi. lzin
Mendirikan Bangunan (IMB)=merupakan
salah satu syarat administras yang harus
dipenuhi oleh setiap masyarakat yang akan
mendirikan bangunan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor
41 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan
Administras  Terpadu Kecamatan di
Kabupaten Kayong Utara bahwa pelayanan
dalam

Administras

yang, diberikan pel aksanaan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN) adalah playanan non
perizinan dan pelayanan  perizinan.
Kecamatan merupakan instansi pemerintah
yang ditunjuk untuk memberikan Pelayanan

Administras Terpadu Kecamatan (PATEN)

khususnya pelayanan perizinan lzin
Mendirikan  Bangunan  (IMB). lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang

2
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diserahkan kepada Kecamatan adalah 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal
dengan ukuran dibawah 200 M? jika
ukuran rumah tinggal yang akan dibangun
melebihi ukuran 200 M? maka pengurusan
(IMB)
dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu  Satu  Pintu  (KPPTSP) .=di
kabupaten.

Belum terlaksananya secara baiknya

Izin  Mendirikan  Bangunan

pelayanan
(IMB) di
dipengartihi oleh benyak hal, seperti yang

Izing=Mendirikan" " .Bangunan
Kantor Camat™ Seponti ini

diungkapkan oleh sekretaris kecamatan,
yaitu :
“sebenarnya  kalau untuk Izin
Mendirikan Bangunan tidak ada target
dari wpemerintah kecamatan ataupun
kabupaten, karna IMB merupakan syarat
administrasi yang harus dipenuhi untuk
mendirikan  bangunan.  Tetapi i
kecamatan seponti terjadi perselisihan
yang sangat jauh.antara pendirian
bangunan dengan “izin _ mendirikan
bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh
kecamatan. Jika dibandingkan sekitar
sepuluh bangunan hanya.ada sekitar dua
saja yang memiliki IMB™.
Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat
dismpulkan bahwa Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) di Kecamatan Seponti
belum terlaksana dengan bak, karena
antara pendirian bangunan di Kecamatan

Seponti tidak di imbangi dengan penerbitan
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Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang
seimbang, terjadi ketimpangan sangat jauh.
Hal inilah yang dijadikan salah satu wujud
dari belum baiknya kinerja aparatur dalam
melaksanakan kepada
masyarakat.

pelayanan

Selain pernyataan diatas terdapat
pula data yang menunjukan belum
terlaksananya dengan baik pelayanan lzin
Mendirikan-Bangunan (IMB) di Kecamatan
Seponti. Berikutuini adalah data banyaknya
bangunan wajib 1zin“Mendirikan Bangunan
(IMB) 'yang berdiri di Kecamatan Seponti
sgjak berlakunya Peraturan“Bupati Nomor
41 Tahun 2015 Tentang Standar, Pelayanan
Administrass  Terpadu = Kecamatan di
Kabupaten Kayong Utara dan bangunan
yang telah memiliki _lzin Mendirikan
Bangunan (IMB) hingga«30 Juni tahun
2016 :

Tablel.1
Jumlah bangunan yang wajib | zin
Mendirikan Bangunan (IMB) dengan
yang telah melakukan 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB) di Kecamatan Seponti
Kabupaten Kayong Utara

N Desa Wajib IBM yg Persent
IBM | dikeluarkan I'| ase (%)
Seponti
1. | Jaya 24 10 41,67%
Telaga
2. | Arum 12 5 41.67%
3. "["*Wonorejo 10 2 20,00%
Sungai
4. | Sepeti 9 1 11,11%
5. | Podorukun 14 3 21,43%
Durian
6. | Sebtang 8 0 0%
Jumlah 77 21 27,27%

Sumber : diolah penulis dari laporan izin
mendirikan bangunan (IMB) di
Kantor Camat Seponti
Kabupaten Kayong Utara.
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Adapun yang menjadi permasalahan
menurut masyarakat setempat  adalah
lamanya proses dalam pengurusan perizinan
tidak sesua dengan waktu yang telah
ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar
Terpadu

Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara,

Pelayanan Administras
bahwa perizinan tentang lzin=Mendirikan
Bangunan (IMB) yang™ diberian kepada
masyarakat lamar=pengurusanya. adalah 3
hari kerja sgak dilengkapinya persyaratan-
persyaratan yang ‘telah ditetapkan,  tetapi
pada’ realisasi” dilapangan melebihi .dari
target yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah.

Masadah selanjutnya dalam hal
sosidisasi.. dan  koordinas kepada
masyarakat disetiap desa, dimana banyak
dari |masyarakat yang telah wajib lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi belum
juga mendaftarkan bangunannya..Banyak
dari masyarakat yang belum mendaftarkan
tidak  mendapat

beralasan informas

mengenai 1zin  Mendirikan.- Bangunan
(IMB). Karena ‘'selama ini belum pernah
diadakan sosialisas “kepada__masyarakat
mengenai lzin  Mendirikan Bangunan
(IMB), bak dai pihak Pemerintah
Kecamatan  Seponti maupun  dari
Pemerintah Kabupaten Katong Utara
Permasal ahan

jumlah komputer yang ada di Kantor Camat
Seponti,

lainya yaitu terbatasnya

sehingga dalam memberikan

ANAS SHOLIKHIN, NIM. E42012098

http://jurmafis.untan.ac.id

pelayanan harus bergantian, karena dalam 1
(satu) Sub Bagian maupun Seks hanya
terdapat satu computer sgja, hal inilah yang
dalam

pelayanan kepada masyarakat. .

memperlambat memberikan

Dengan demikian, penilaian kinerja
pegawai dapat menjadi pedoman yang baik
dalan peningkatan kinerja pegawai. Oleh
karena ituy=berdasarkan fenomena diatas
maka penulis ‘merasa tertarik  untuk
melaksanakan penelitian,. dengan judul:
“Kinerja Aparaturs Pemerintah, di Kantor
Camat Seponti Kabupaten Kayong Utara”.
2. 'FokusPendlitian

Berdasrkan fenomena permasalahan
daam latar belakang, penditi ingin
mengetahui kinerja aparatur pemerintahl di
Kantor Camat Seponti. Fokus penelitianiini
difokuskan pada pelayanan administrasi
dalam
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan
Seponti Kabupaten Kayong Utara.

memberikan  pelayanan | lzin

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan. uraian jdari latar
belakan tersebut, maka dapat dirumuskan
permasalahan dari penditian ini yaitu :
Bagaimana__kinerja™ aparatur pemerintah
dalam memberikan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN), khususnya
bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di
Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong

Utara?
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4. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan penetapan rumusan

permasalahan di atas, tujuan penelitian kali

ini  adalah

menganalisis kinerja aparatur pemerintah

untuk  mengetahui  dan
dalam memberikan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN), khususnya
bidang Izin Mendirikan Bangunan (1M B)-di
Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong
Utara.
5. Manfaat Pepélitian

1) SecaraTeoritis

Manfaat penelitian ini dari segi

teoritis atau aspek keilmuan, ‘hasil
penelitian ini _diharapkan dapat imenjadi
kontribus bagi pengembangan konsep
kellmuan®khususnya dalam bidang kgjian
yang berhubungan dengan pengembangan
organisas pemerintah Dareah. Selaingitu
penulis ingin memahami ilmu pemerintahan
Khususnya kinerja paratur pemerintah di
Kantor Camat Seponti Kabupaten Kayong
Utara

2) Secara Praktis

a. Manfaat penelitian -ini- dari, segi

praktis, & hasil  penelitian " ini

diharapkan dapat-menjadi salah satu
referensi dan bahan masukan bagi
Camat Seponti dalam

meningkatkan aparatur

Kantor
kinerja
pemerintah dalam  memberikan
pelayanan publik bagi masyarakat.
b. Manfaat penelitian ini untuk penulis,

penelitian ini  dilakukan guna
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menjadi  syarat menyelesaikan
pendidikan di Program Studi lImu
Pemerintahan dan sebagal sarana
melatih

kemampuan berpikir melalui karya

bagi  penulis  untuk

ilmiah serta menerapkan teori-teori
yang didapatkan selama mengikuti
pendidikan.

B KERANGKA TEORI DAN
METODELQOGI
1. ‘Kerangka Teori
Menurut berbagel literatur,

pengertian tentang kinerja sangat beragam.

Akan tetapi, dari berbagai="perbedaan

pengertian, dapat dikategorikan dalam dua

garis besar pengertian dibawah'ini;

1. Kinerjamerujuk pada pengertian sebagai
hasil. Daam konteks hasil Berhardin
(ddam._. Sudarmanto, 2009 . : 8)
menyatakan bahwa kinerja merupakan
catatan hasil yang
(dihasitkan) ', atas
tertentu atau aktivitas-aktivitas selama

diproduksi

fungs  pekerjaan
periode waktu tertentu.

2. Kinerja merujuk pengertian sebagai
perilaku. Terkait dengan kinerja sebagai
perilaku, Murphy (dalam Sudarmanto,
2009 : 8) menyatakan bahwa kinerja
merupakan seperangkat perilaku yang
relevan dengan tujuan organisas atau

unit organisasi tempat orang bekerja.

Program Studi IImu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



Governance, Jurnal S-1 [Imu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016

Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kinerja memiliki tiga pengertian,
yaitu : (1). Sesuatu yang dicapai; (2).
Prestass yang diperlihatkan; dan (3).
Kemampuan kerja.  Pengertian  lain
mengenai kata kinerja dikemukakan oleh
Mangkunegara (2004:67), yaitu hasil kerja
yang kualitas dan kuantitasnya yang dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugas sesual dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Dari = pengertian
diatas, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja
yang'dapat dicapai oleh seseorang pegawal
dan dapat dinilai sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Berbeda dengan aspek-aspek yang
dikemukakan olen Lembaga Administrasi
Negara, menurut Michael dalam
Sedarmayanti (2001 : 51), ia menyebutkan
bahwa, aspek-aspek yang meliputi kinerja
yang dijadikan untuk ukuran.__kinerja
seseorang yaitu:

1. KudlitasKerja

Adaah "kualitas kerja"yang dicapai
berdasarkan. syarat-syarat kesesuaian
dan kesiapanya™yang. tinggi pada
gilirannya akan melahirkan
penghargaan dan kemajuan serta
perkembangan organisass melaui
peningkatan pengetahuan dan
teknologi yang semakin berkembang
pesat.
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2. Ketepatan Waktu

Yaitu berkaitan dengan sesuatu atau
tideknya  waktu penyelesaikan
pekerjaan dengan target waktu yang
direncanakan.  Setiap  pekerjaan
diusahakan untuk selesal sesuai
dengan rencana  agar tidak

menganggu pada pekerjaan yang lain

. Inisiatif

Yaitu mempunyai kesadaran diri
untuky  melakukan's,_sesuatu dalam
melaksanakan  tugastugas  dan
tanggung jawad. Bawahan atau
pegawa dapat melaksanakan tugas
tanpa harus bergantung'terus menerus

kepada atasan.

. Kemampuan

Yaitu diantara beberapa faktor yang
mempengaruhi  kinerja  seseorang,
ternyata yang dapat diintervensi atau
diterapi melalui  pendidikan® dan
latihan adalah faktor kemampuan
yang dapat dikembangkan.

. Komunikasi

Merupakan interaks yang dilakukan
oleh atasan kepada'bawahan untuk
mengemukakan saran dan
pendapatnya dalam memecahkan
masalah yang dihadapi. Komunikasi
akan menimbulkan kerjasama yang
lebih baik dan akan terjadi hubungan-
hubungan yang semakin harmonis

diantara para pegawai dan para
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atasan, yang juga dapat menimbulkan

perasaan senasib sepenanggungan.
Kemudian diperkuat dengan
Zeithaml Parasuraman dan Berri (dalam
2012:182)
sepuluh indikator pelayanan, yaitu :
1. Ketampakan  Fisk

indikator  ini

Winarsih, mengungkapkan

(Tangibles),
mengandung _arti
penampilan fissk dar™ gedung,

perdatan, pegawal dan fasilitas

faslitas lainya yang . memiliki
providers.
2. Rebilitas (reability), merupakan

kemampuan untuk menyelengarakan
pelayanan yang dijanjikan: secara
akurat.

3. Responsivitas (responsiveness), ialah
kerelaan untuk menolong pelanggan
dan menyelenggarakan pelayanan
secaraikhlas.

adalah

kemampuan petugas terhadap tugas

4. Kompetens  (competence),
danfungs yang diemban.

5. Kesopanan (courtessy), .ialah sikap
petugas dalam memberikan pelayanan

6. Kredibilitas (credibility), indikator ini
merupakan reputasi-.yang dimiliki

penyedia layanan dan petugas
layanan.
7. Akses (acces), ialah kemudahan

daam memperoleh informasi dalam

menjangkau tempat layanan.
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8. Keamanan (security), adalah kemanan
dalam

menerima pelayanan.

memberikan ataupun
9. Komunikasi (comunications), adalah
bagaimana petugas
menggkomunikasikan prosedur dan
mekanisme pelayanan serta
menjawab keluhan dari penerima
layanan.
10. Pengerian (understanding the
costumers), indikater ini mempunyai
pengertian’ Jfketanggapan, terhadap
kebutuhan penerima layanan.
Menurut kamus.=besar bahasa
indonesia (KBBI), aparat iala: (1). Badan
pemerintah, intansi; (2). Pegawa negeri;

dan (3). Alat negara sedangkan untuk istilah

aparatur pemerintah diartikan  sebagai
pegawai negeri sSipil, aat negara dan
aparatur negara.

Dharma Setyawan (2004:169),

mengungkapkan didalam bukunya yang
berjudul ' Mangjemen Pemerintah Indonesia
menjelaskan "bahwa aparatur pemerintah
adalah pekerjaan yang digaji pemerintah
melaksanakan teknis
pemerintahan melakukan pelayanan kepada

tugas-tugas

masyarakat berdasrkan ketentuan yang
berlaku. Pada dasarnya aparatur pemerintah
adalah merupakan orang yang memiliki
tugas memnuhi kebutuhan masyarakat

dalam pelayanan publik sesua dengan
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peraturan
berlaku.

perundang-undangan  yang

2. Metode Pendlitian

Metode yang Peneliti paka dalam
penelitian ini adalah Jenis Penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian jenis deskriptif dianggap yang
paling tepat untuk penelitian=ini karena
untuk melihat fenomena@pa sgja yang telah
dialami oleh subjek penelitian. Oleh karena
itu pendlitian ini mengguanakan jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif (Sugiyono, 2011:4).

Teknik

menggunakan

Pengumpulan Data
teknik wawancara; dan
dokumentasi. Untuk mendapatkan ' data
yang akurat, dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya,
peneliti menggunakan teknik analisis data
menurut Sugiyono, 2011:334 yang terdiri
dari tiga alur kegiatan yaitu: Reduksi Data
(data reduction), Penygjian Data (data
display),
drawing). Selanjutnya Teknik- Keahsahan
Data yang digunakan Peneliti adaah

triangulasi sumber dan-triangulasi teknik,

dan Verfication __(conclusion

hal ini dimaksudkan agar tercapai titik

jenuh dalam pengumpulan data.
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C. PEMBAHASAN HASIL
PENELITIAN
Peneliti  melakukan  penelitian

terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam
memberikan
Terpadu Kecamatan (PATEN), di bidang
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor
Camat Seponti Kabupaten Kayong Utara.
Dalam melakukarr.penelitian ini, peneliti

Pelayanan Administrasi

menggunakan konsep “wkualitas kinerja
organisasi daam pelayanan menurut
Michagl | (dalam Sedarmayanti 2001 : 51)
yang menyebutkan bahwa aspek-aspek
yang meliputi kinerja yang«dijadikan untuk
ukuran kinerja seseorang™yaitu, (1).
Kuadlitas Kerja; (2). KetepatansWaktu; (3).
Inisiatif; (4). Kemampuan; dan (5).

Komunikasi.

1. KualitasKerja

Kualitas kerja menurut [Michael
(dalam Sedarmayanti 2001 : 51) adalah
kualitas ' kerja.yang dicapai berdasarkan
syarat-syarat | kesesuaian dan kesiapanya
yang tinggi
melahirkan__penghérgaan dan kemajuan

pada gilirannya akan

serta perkembangan organisas melalui
peningkatan pengetahuan dan teknologi
yang semakin berkembang pesat. Berkaitan

dengan ha ini, dalam pelayana lzin
Mendirikan Bangunan (IMB)  harus
memperhatikan antara banyaknya

pembangunan rumah tinggal dengan lzin
8
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Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
telah  dikeluarkan oleh  Pemerintah
Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong
Utara

Belum terjadinya kesesuaian antara
banyaknya pembangunan rumah tingga
yang ada di Kecamatan Seponti dengan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
telah dikeluarkan oleh pihak=~Kecamatan
Seponti ini dipengaruhi“oleh banyak hal,
seperti belum adanya sosialisasi tentang
Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN) khususnya ‘dibidang

Administrasi

Izin.Mendirikan Bangunan (IMB), belum
adanya pelatihan yang diberikan: kepada
aparatur, terbatasnya perangkat elektronik
yang mendukung pelayanan [zin
Mendirikan.Bangunan (IMB) dan seringnya
terjadi listrik,
menghambat dalam proses pelayanan 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB). Beberapa hal

inilah yang menjadi penghambat  pihak

pemadaman sehingga

Kecamatan Seponti untuk mencapal antara
banyaknya " pembangunan--rumah tinggal
yang ada “dengan lzin® . Mendirikan
Bangunan (IMB) vyang telah telah

diterbitkan oleh pihak Keeamatan Seponti.

2. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menurut Michael
(dadlam Sedarmayanti 2001 : 51) vyaitu
berkaitan dengan sesuatu atau tidaknya
waktu penyelesaikan pekerjaan dengan

target waktu yang direncanakan. Setiap
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pekerjaan diusahakan untuk selesai sesual
dengan rencana agar tidak menganggu pada
pekerjaan  yang lain.  Berdasarkan
pengertian tersebut, maka dapat ditarik
kessmpulan bahwa setiap aparatur maupun
organisasi dapat dikatakan handal jika dapat
menyelesaikan pekerjaan atau beban kerja
Sesuai dengan waktu atau target yang telah
ditetapkan:

K etepatan dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan sangatlah

waktu

penting dalam” Jdinamika “kerja suatu
organisasi pelayanan [ publik. Ketepatan
waktu merupakan bentuk ciri khas atau
karakteristik dari pegawai=yang memiliki
prestas kerja tinggi. Ketepatan wakiu
dalam memberikan pelayanan-dapat dilihat
dari Standar Operasional Pelayanan (SOP)
yang telah ditetapkan dan bagaimana
pegawai dalam melaksanakanya. Ketgpatan
waktu dalam memberikan pelayanan juga
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti
parasarana .yang

harus tersedianya sarana dan
dalam
melaksanakan ' pekerjaan dengan baik,

mendukung

lingkungan yang bersih, disiplin pegawai
itu sendiri dan lainsebagainya

Dari hasil wawancara yang
dilakukan dengan kepaa seks tata
pemerintahan tentang pelayanan 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu ketika
aparatur yang bertugas di bagian lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) mengaami
keterlambatan ketika masuk jam kantor

9
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maka pelayanan akan terlambat. Karena
yang bertugas melakukan pelayanan 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) hanya 1 orang
aparatur sgja. Untuk waktu permohonan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang
seharusnya hanya 3 hari untuk 1 IMB dapat
diterbitkan bisa menjadi 4 hari bahkan lebih
dari itu.

Hal ini disebabkan olehdbeberpa hal,
seperti terlambatnya aparatur yang memiliki
tanggung jawab dibagian Izin"Mendirikan
Bangunan (IMB), sehingga jika masyarakat
sedang  mengajukan - 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB) tetapi aparatur Yyang
memiliki tanggung jawab belum: datang,
maka pemohen harus menunggu, karena
tidek dapat di gantikan oleh aparatur yang
lainnya. \Kurangnya jumlah komputer,  hal
ini juga menghambat dalam penyel esaian
pelayaan secara tepat waktu, karena hanya
terdapat 1 komputer sgja dalam setiap Sub
Bagian dan Seksi. Selain itu seringa terjadi
pemadaman listrik,hal ini juga menghambat
dadam menyelesaikan “-pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan (IMB),-jika-terjadi
pemadaman listiik maka pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat _maka akan
terhenti total. Kemudian persyaratan yang
kurang dari masyarakat untuk membuat 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB), ha ini juga
sangat berpengaruh karena jika persyaratan
yang digunakan untuk mengagukan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) masih kurang

makan permohonan lzin Mendirikan
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Bangunan (IMB) belum dapat di proses dan
pemohon wajib melengkapi terlebih dahulu
persyaratan yang kurang tersebut.

3. Inigatif

Inisiatif menurut Michael (dalam
Sedarmayanti 2001 : 51) yaitu mempunyai
kesadaran diri untuk melakukan sesuatu
dalam  melaksanakan
tanggung jawab. “Bawahan atau pegawai

tugas-tugas dan

dapat ‘melaksanakan tugas tanpa harus
bergantung terus menerus kepada atasan.
Berdasarkan - hasil  pengamatan
dilapangan, pendliti ddam ha ini ingin
melihat dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

bagaimana  aparatur
memberikan pelayanan kepadarmasyarakat
dalam
Mendirikan Bangunan (IMB).

khususnya pelayanan Izin
Peneliti
melihat saat ada masyarakat yang [Ingin
melakukan permohonan IMB dan langsung
menuju.loket pelayanan untuk ;mengis
buku tamu dan kemudian diarahkan menuju
ruangan pelayanan IMB untuk pengajuan
berkas rdan’ ' pemeriksaan® persyaratan
pengguan IMB. Ha tersebut merupakan
salah satu_bentuk-fespon aparatur dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab
untuk melayani keperluan masyarakat.
Namun disis lain aparatur yang
bertugas memberika pelayanan 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) masih belum
dapat mengambil keputusan dengan cepat
jika terjadi permasalahan dan atasan sedang
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tidek ada di
Mendirikan Bangunan (IMB) jika terjadi
permasalahan-permasalahan dan dalam
penyelesaiannya harus menunggu pimpinan
terlebih dahulu.

tempat. Petugas Izin

4, Kemempuan

Kemampuan menurut  Michael
(dalam Sedarmayanti 2001 _:#"51) vyaitu
diantara beberapa faktor yang

mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata
yang dapat~ diintervensi ‘atau diterapi
melalui #pendidikan__dan latihan adalah
faktor

dikembangkan.

kemampuan yang dapat

Kinerja organisasi pelayanan publik sangat
dipengaruhi . oleh tingkat pendidikan
aparaturnya, karena pendidikan sangat
berpengaruh kepada kinerja aparaturnya.
Selain tingkat pendidikan, pelatihan yang
diberikan

mempengaruhi kinerjanya.

kepada aparatur juga

Dari hasil wawancara peneiti melihat

sesungguhnya menjadi permasalahan belum

terlaksananya. sesuai  dergan . jumiah
bangunan yang. berdiri dengan ‘lzin
Mendirikan ~ Bangunanme...yang telah

dikeluarkan oleh pihak kecamatan adalah
masalah belum adanya pelatihan yang
diberikan kepada aparatur pemerintah oleh
pihak pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Hal ini

memperbaiki kinerja apaaratur pemerintah

juga mengakibatkan sulitnya
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dalam
Mendirikan Bangunan.

memberikan  pelayanan  1zin

5. Komunikasi
Komunikass  merupakan interaksi yang
dilakukan oleh atasan kepada bawahan
untuk mengemukakan saran dan
pendapatnya dalam memecahkan masalah
yang  dihadapi. Komunikasi akan
menimbulkan kerjasama yang lebih baik
dan akan terjadi hubungan-hubungan yang
semakin harmenis diantara para pegawai
dan para atasan, - yang juga. dapat

menimbulkan perasaan senasib
sepenanggungan. Selain kemunikasi antara
atasan dan bawahan, komunikas antara
aparatur dan masyarakat sjuga sangat
penting. Hal ini karena masyarakat wgjib
mendapatkan pelayanan dengan baik yang
diberikan oleh instansi pemerintah. | Oleh
karena itu aparatur pemerintah [ harus
memiliki _kemampuan komunikas yang
bak, agar masyarakat merasa’ nyaman
dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan 'menjaga citra;baik instansi
pemerintah.

Hubungan=antara aparatur dengan
masyarakat yang mengurus lzin Mendirikan
Bangunan (IMB) di Kantor Camat Seponti
sudah berjalan dengan sangat baik, karena
masyarakat merasa nyaman atas repon dan
tanggapan yang diberikan oleh aparatur

kepada masyarakat.
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Komunikas antara aparatur di
kantor camat seponti khusunya petugas 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) dengan
masyarakat yang belum mengurus dan
mengetahui  1zin Mendirikan Bangunan
(IMB) belum berjalan dengan baik, karena
masyarakat terbatas dalam  menerima
infformasi  tentang pentingnya dan proses
permohonan lzin Mendirikan="Bangunan
(IMB), perlu dilakukan sosialisas agar
setigp masyarakal yang telah wagjib
memiliki 1zin"Mendirikan Bangunan (IMB)

untuk mengurusnya.

D. KESIMPULAN

1. KuaitesKerja
Secara kualitas kerja lIzin Mendirikan
(Bangunan IMB) di Kecamatan Seponti
Kabupaten Kayong Utara belum
terlaksana  secara  dengan..  baik.
Berdasarkan hasil ~wawancara dapat
dilihat dari antara banyaknya.bangunan
rumah tinggal yang berdiri .dengan 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
diterbitkan olen Pemerintah Kecamatan
Seponti  belum  seimbang, terjadi
ketimpangan yang sangat jauh. Terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi
belum terselenggaranya pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) dengan
baik di Kecamatan Seponti, yaitu belum
pernah diadakan sosialisas, belum
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pernah diberikanya pelatihan terhadap
aparatur petugas PATEN, terbatasnya
jumlah  komputer, seringnya terjadi
pemadaman listrik dan kurang disiplin
aparatur yang bertugas menangani Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).

*=K etepatan Waktu

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41
Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan
Administrasi  Terpadu.. Kecamatan di
Kabupaten .Kayong Utara“waktu yang
diperlukan untuk mengaj ukan
permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) adalah 3 (tigay hari sgak
dilengkapinya persyaratan-persyaratan.
Tetapi pada realisasinya« dilapangan
terjadi  ketidak sesuaian. _Ha fini
pengaruhi oleh beberapa hal, vyaitu
dimular dari kurang lengkapnya
persyaratan yang di gukani® oleh
pemohon karena terbatasnya informasi
yang mereka terima, terbatasnya jumlah
komputer _di Kantor Camat Seponti,
kurangudisiplinya aparatur’ petugas IMB
dan Sering terjadinya pemadaman listrik.

. Inisiatif

Berdasarkan hasil wawancara aparatur
pemerintah di Kantor Camat Seponti
tidak bergantung kepada atasan, dalam
arti aparatur yang bertugas memberikan
pelayanan lzin Mendirikan Bangunan
(IMB) tetap bekerja sebagaimana
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mestinya walaupun pimpinan sedang
tidak berada di Kantor Camat. Tetapi
jika terjadi permasalahan seringkali
petugas
Mendirikan Bangunan (IMB) tidak

berani mengambil

yang menangani Izin

keputusan  untuk
menyelesailkannya dan harus menunggu
pimpinan terlebih dahulu, hal ini juga
yang menyebabkan keterlambatan dalam
menyel esaikan pelayanan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Kemampuan
Kemampuan merupakan faktor Yyang
dapat diintervensi dan dipengaruhi dari
luar, yaittsmelalui dengan diberikannya
pelatihan  dalam
meningkatkan kinerja seseorang maupun

pendidikan  dan

Kinerja organisasi. Oleh karena itu maka

aparatur di kecamatan perlu diberikan

pendidikan dan pelatihan agar pelayanan

yangdiberikan kepada masyarakat dapat

terlaksana dengan baik.

5. Komunikasi
Berdasarkan ‘hasil pendlitian -komunikasi
antara atasan dan bawahan sudah berjalan
dengan bak, tetapl “kemunikas antara
petugas aparatur dengan masyarakat belum
sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini
terlihat belum pernah diadakanya sosialisasi
mengena  lzin
(IMB) kepada masyarakat baik melalui

kepala desa maupun sosidisasi langsung

Mendirikan Bangunan

kepada masyarakat.
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E. SARAN

Untuk

pemikiran kepada pemerintah Kecamatan

memberikan ~ sumbangan

Seponti  maupun pemerintah kabupaten,

maka penulis menyampaikan saran-saran

sesuai dengan apa yang penulis dapatkan
selama berada dilapangan. Berikut adalah
saran saranyang disampaikan:

1. Pemerintah Kecamatan Seponti dalam
rangka: meningkatkat. kualitas dalam
pelayanan.dzin Mendirikan Bangunan
(IMB) untuk mencapal Kesesuaian
antara banyaknya bangunan “‘yang
berdiri dengan 1zin
Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan

Mendirikan

oleh Kecamatan Seponti, maka perlu di
lakukan perbaikan terhadap faktor-
faktor yang menyebabkanya, seperti

dilakukan sosialisai mengenai
Pelayanan  Administrass  Terpadu
Kecamatan (PATEN)  khususnya

dibagian Izin. Mendirikan jBangunan
(IMB) agar masyarakat ;mengetahui
apa-apa Saja yang harus'di persiagpkan
daam mengurus 1zin Mendirikan
Bangunan..(MB) dan pentingnya lzin
Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Untuk meningkatkan ketepatan waktu
dadam playanan lzin Mendirikan
Bangunan (IMB), maka perlu adanya
perbaikan seperti penambahan fasilitas
komputer, penyediaan mesin genset
jika terjadi pemadaman listrik dan
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meningkatkan kedisiplinan aparatur

yang bertugas di bidang lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor
Camat Seponti.

3. Pemerintah Kecamatan Seponti harus

tetap meningkan dan mempertahankan

tanggung jawab aparatur dalam
menjalankan tugas dan kwagjibanya
sebagal pelayan Masyarakat.
Selanjutnya aparatur harus mampu
menyel esaikan permasalahan-
permasalahan yang, terjadi dalam
memberikan pelayanan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa
menunggu_ atasan/pimpinan ‘sehingga
pelayananr yang diberikan kepada
masyarakat dapat berjalan dengan baik.
4. ' Untuk_meningkatkan kinerja aparatur
daam memberikan pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) pendliti
menyarankan diberikanya pendidikan
dan. pelatihan kepada aparatur yang
memberikan
Terpadu
(PATEN). khususnya -dibidang, Izin
Mendirikan s Bangunan (IMB) ‘oleh
Pemerintah Kabupaten. Kayong Utara

bertugas Pelayanan

Administrasi Kecamatan

melaui Kantor Pelayanan Perizinzn
Terpadu Satu Pintu (KPPTSP), karena
sebelumnya tugas ini dijalankan oleh
Kantor Pelayanan Perizinzn Terpadu
Satu Pintu (KPPTSP) agar aparatur
yang bertugas memberikan pelayanan

dibidang lzin Mendirikan Bangunan
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(IMB) semakin cepat dan tanggap
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

5. Pemerintah Kecamatan Seponti harus
bisa mempertahankan dan
meningkatkan komunikasi yang baik
antara atasan dengan bawahan dan
mel akukan kepada

masyarakat balk secara langsung

sosialisas

maupun mel alui pemerintah desa dalam
rangka mengingkatkan kinerja aparatur
dalam

pelayanan 1zin Meéndirikan Bangunan

pemerintah memberikan
(IMB) dan yang paling pentinga jangan
ada diskriminatif dalam
memberikan Pelayanan®"Administrasi
Terpadu (PATEN)
khususnya dibagian lzin  Mendirikan
Bangunan (IMB).

sampai

Kecamatan

F. KETERBATASAN PENELITIAN

mel akukan

penyel enggaraan

Selama penelitian

mengenai pelayanan
publik daam Pelayanan Administras
Terpadu Kecamatan™ (PATEN) khususnya
dibagian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
di Kantor Camat Seponti Kabupaten
Pendliti memiliki
keterbatasan-keterbatasan yaitu :

Kayong  Utara
1. Waktu penelitian yang dirasa pendliti

kurang, karena waktu yang diberikan
untuk  melakukan
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penelitian lapangan, waktu tersebutpun
termasuk hari libur.

2. Kelengkapan data di Kantor Camat
Seponti juga masih kurang dan penéliti
melengkapinya harus ke Badan Pusat
Statistik  (BPS),
Perizinzn Terpadu Satu Pintu (KPPTSP)
dan Dinas Pekerjaan Umum_=di
Kabupaten.

Kantor Pelayanan
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